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Abstrak
 

Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam

pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis

Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj.

PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris

yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris

bertanggungjawab penuh atas seluruh isi Akta.

Kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada intinya melaporkan Notaris Diastuti, S.H., seorang Notaris di

Bandung yang dalam komparisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya menyebutkan

adanya kuasa dari seorang pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Namun pada kenyataannya,

pemberian kuasa tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan permasalahan.

Tanggung jawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab secara administratif (berdasarkan

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia), tanggung jawab menurut

Hukum Pidana, dan tanggung jawab menurut Hukum Perdata. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan

hukuman berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atas kelalaian yang dilakukan oleh

Notaris dan menyatakan Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh

Notaris Diastuti, S.H. tersebut ialah dinyatakan atau dituduh palsu.

......This legal writing focuses on the responsibilities arising out of the negligence committed by notaries in

drawing up Deeds of General Meetings of Shareholders, and discusses the cases reported to the Panel of

Notaries Examiners which have been decided by virtue of Resolution No. 04/B/Mj.PPN/V/2013, dated 13

May 2013. Deeds of General Meetings of Shareholders are called Relaas Deeds, and Notaries who draw up

such deeds shall be fully held responsible for the entire contents of the Deeds.

The case discussed in this paper essentially is concerning Diastuti,S.H., a Notary in Bandung, who was

reported to the Panel of Notaries Examiners for a false statement made in the Deed of General Meeting of

Shareholders drawn up BY (not BEFORE) the aforesaid notary in which Deed of Minutes of General

Meeting of Shareholders a statement was made in the preamble (komparisi) of the Deed that a shareholder

had conferred a power of attorney upon another shareholder to attend the General Meeting of Shareholders.

But in fact, such authorization was never given, giving rise to problems.

Notary’s responsibility consists of 3 (three), namely (i) administrative responsibility (under the Law on
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Notary and the Code of Ethics and Professional Conduct of Indonesian Notary Association), (ii) criminal

responsibility under the applicable and prevailing Criminal Code, and (iii) civil-law responsibilities under

the Civil Code. The Central Panel of Notaries Examiners sentenced the aforesaid notary by suspending her

licence for six (6) months for negligence committed by her and declared that her negligence violated the

provisions of Article 16 paragraph (1) letter a and b of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law

Number 30 Year 2004 concerning Notarial Authority. The legal consequences entailing the decision of the

Panel is that the aggrieved party(ies) may file a lawsuit against the Notary and demand for the cancellation

of the Deed of in question.


